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ABSTRAK

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan hak setiap warga negara yang
dijamin oleh hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dengan hadirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang telah mengubah ketentuan penetapan upah, hal ini yang
kemudian menjadi persoalan dan perlu dikaji lebih jauh, Islam menghendaki adanya
kelayakan dalam pengupahan yang dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar
hidup. Upah yang berupa materi harus dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup,
seperti pangan dan sandang, sehingga dapat mencapai standar kebutuhan hidup
layak.

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research),
dengan cara membaca dan mempelajari beberapa buku, literature, jurnal ilmiah dan
website. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis-normatif yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan
perundang-undangan, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan
cara menelaah beberapa data baik data primer maupun data sekunder, data hukum
primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Untuk menjawab masalah dalam
penelitian ini penulis menggunakan Magqgasid al- Syari’ah. Jasser Auda sebagali
pisau analisisnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, proses Pembuatan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
terdapat banyak kontroversi terutama masalah kebijakan pengambilan upah dari
yang seharusnya berstandarkan kebutuhan hidup layak. Kedua ditinjau dari
Maqasid al- Syari’ah. tujuan pembentukan hukum/peraturan bertujuan untuk
mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia sejalan dengan apa yang dicita-
citakan Jhon Rawls tentang keadilan. Kemaslahatan yang ingin dicapai disini
adalah terjamin dan terpenuhi segala kebutuhan pekerja/buruh dengan upah layak
bagi kemanusian.

Kata kunci: Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Upah Minimun, Keadilan, Magqasid
Al- Syari’ah.



ABSTRACT

Decent Living Need is the right of every citizen guaranteed by the basic law
of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stated in the 1945 Constitution
Article 27 paragraph (2) "Every citizen has the right to work and a livelihood that
is worthy of humanity. With the presence of Law No. 6 of 2023 concerning the
Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning
Job Creation into Law has changed the provisions for determining wages, this is
then a problem and needs to be studied further, Islam requires feasibility in wages
that can cover the basic needs of life. Wages in the form of material must be able
to meet the basic needs of life, such as food and clothing, so as to achieve a decent
standard of living.

This research uses the library research method in the preparation of this
thesis, by reading and studying several books, scientific journal literature, internet
websites to obtain a theoretical framework in this research. This research is
normative legal research, namely research conducted by examining library
materials both primary and secondary data. The primary legal material used is Law
No. 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of
Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, the approach used in this
research is a normative juridical approach, namely research that refers to legal
norms contained in laws and regulations, as well as norms that apply in society. To
answer the problems in this study, the author uses Maqasid al- Syari’ah Jasser Auda
as the analysis knife.

The results of this study conclude: First, the process of making Law No. 6
of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No.
2 of 2022 concerning Job Creation into Law has a lot of controversy, especially the
issue of the policy of taking wages from what should be based on decent living
needs. Second, in terms of Magqasid al- Syari’ah, the purpose of law/regulation
formation aims to bring benefits to mankind in line with what Jhon Rawls aspires
to about justice. The benefit to be achieved here is the guarantee and fulfillment of
all the needs of workers/laborers with decent wages for humanity.

Keywords: Decent Living Needs, Minimum Wage, Justice, Magqasid al- Syari’ah
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MOTTO

We are small do something different we will be big

“Tetaplah melakukan kebaikan dalam menjalani kehidupan,
Karena setiap kebaikan yang engkau lakukan

akan kembali pada diri sendiri.”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan
tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan
0543b/U/1987, tanggal 10 Januari 1987.

I.  Konsonan Tunggal

Arab Huruf Latin Keterangan
\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
@ Ba’ B be
< Ta’ T te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je
z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D de
3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
0 R R er
J Zai ¥ zet
o Sin S es
o Syn Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad D de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)
L za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge
- Fa’ F ef
3 Qaf Q qi
< Kaf K ka
J Lam L ‘el




B Mim M ‘em
o Nun N ‘en
3 Waw W we
3 Ha’ H ha
s Hamzah ‘ Apostrof
< Ya’ Y ye

I1.  Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

ks ditulis Hikmah
ile ditulis ‘illah
Ill. Ta’ Marbitah di akhir kata
1) Bila dimatikan maka ditulis dengan h
L) ditulis al-Ma’idah
EEPY IV ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal

lain).

2) Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h.

;@JY\ fu\js

ditulis

Karamah al-auliya’

3) Bila ta’ marbirah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

bl 585 ditulis Zakah al-fitri
1V. Vokal Pendek
- ditulis a
(ad Fa’ala
- ditulis i




<A Zukira
2 u
Y ditulis )
day Yazhabu
V. Vokal Panjang
L Fathah+ alif ditulis a
& ditulis Fald
5 Fathah + ya’ mati ditulis a
O ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Jradl ditulis Tafsil
4 Dammah + wawu mati ditulis a
Jpal ditulis Usal
V1. Vokal Rangkap
1 Fathah+ ya’ mati ditulis ai
a3 ditulis az-Zuhailt
) Fathah+ wawu mati ditulis au
4153 ditulis ad-Daulah
VIl. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan
Apostrof
e-u‘\ ditulis a’antum
el ditulis a’iddat
£8 ¢l ditulis la’in syakartum
VIIl. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

QD'Q'J\

ditulis

Al-Qur’an

Cplial)

cx

ditulis

al-Qiyas

b. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

L)

ditulis

as-Sama’

Xi




2 a“;.n

ditulis

asy-Syamsu

IX.

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

a3l 5

ditulis

Zawi al-furQd

&) Al

ditulis

Ahl as-sunnah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi ke-empat terbesar di dunia, yang
sekarang telah berumur tujuh puluh sembilan tahun bahkan sampai sekarang
Indonesia belum bisa keluar dari persoalan ketenagakerjaan meskipun berbagai
aturan, regulasi terkait ketenagakerjaan sudah dikeluarkan mulai dari permasalahan
upah, standar kebutuhan hidup layak dan tingkat kesejahteraan masih jauh dari apa
yang diharapkan.! Hal ini diperparah dengan tidak konsisten nya peraturan yang
mengatur ketenagakerjaan atau cipta kerja antara Undang-Undang Dasar, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) dan Peraturan Pemerintah, (PP)
di sisi lain para pekerja melakukan suatu pekerjaan atas dasar untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan kata lain para pekerja atau buruh melakukan suatu
pekerjaan untuk keberlangsungan hidup.

Maka dalam bekerja ada keterkaitan antara pekerja dengan orang lain selaku
pemilik usaha dimana tenaga dan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh
harus seimbang dengan pemenuhan haknya berupa upah atau gaji yang diberikan
olen pemilik usaha. Untuk mengawasi hal tersebut maka dibuatlah regulasi
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Islam menganjurkan adanya kelayakan dalam pemberian upah yang mampu

memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Upah berupa materi harus cukup untuk

L A Arpangi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”,
Jurnal Pembaharuan Hukum vol 2 No. 2, (2016).



mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, sehingga pekerja dapat
mencapai standar hidup yang layak, dalam Islam sendiri upah yang layak tidak
hanya sekedar konsensi antara pekerja dan pengusaha, akan tetapi hak seluruh
manusia atau dalam hal ini hak asasi manusia yang keberadaanya harus dijamin
oleh negara.?

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan hak setiap warga negara yang
dijamin oleh hukum dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar
tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.® Hal ini sedianya
tercantum dalam pasal 88 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Pasal ini menyebut Pemerintah menetapkan upah
minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun melalui PERPU Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 pasal ini telah
dicabut. Lebih lanjut pasal 25 PP 36/2021 yang merupakan aturan turunan dari
perppu Cipta Kerja, menyebutkan: upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan.* Atau dengan kata lain tidak lagi berdasarkan

kebutuhan hidup layak.®

2 MA Nugroho, “Upah dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam”,
Jurnal Ekonomi Bisnis Islam Vol 1, (2022).

3 F Supriyadi, “ Jaminan Hukum Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pada
Pekerja Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum Vol 5 (2023).

4 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
S Lihat PP N0.36/2021 tentang Pengupahan



Berkaitan dengan pencabutan pasal 88 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003
hal ini menggambarkan bahwa ada ketidakpastian hukum bagi pekerja/buruh, hal
ini pun memberikan sedikit analogi bahwa apa yang diinginkan oleh seorang buruh
sudah tidak dapat lagi mereka pertahankan sesuai UUD 1945 terlebih sebagai bahan
acuan bagi mereka dalam melakukan pengaduan terhadap pemerintah atas
ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban, lebih jauh lagi ini sangat berkaitan
dengan kondisi ekonomi global yang tidak pasti dan memberikan dampak
signifikan bagi negara dunia.®

Dalam perkara tersebut buruh/pekerja seakan dituntut menjadi bagian dari
sistem pemerintah untuk dapat menerima berbagai keadaan yang akan terjadi dalam
sektor perekonomian di indonesia. Alih-alih bahwa pemerintah tidak menginginkan
untuk mengambil resiko dalam permasalahan keadaan ekonomi yang tidak pasti
yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Melihat dari kondisi yang dihadapi
oleh buruh/pekerja dalam ketidakadilan dalam memberi upah, jam kerja yang
terlalu panjang, serta adanya ketidakpastian hukum yang menjamin dalam perkara
hak buruh/pekerja, maka belum sepenuhnya menjamin akan kebutuhan hidup
layak.” Seperti banyak buruh yang tidak mendapatkan hak nya atas jaminan
kesehatan dan juga jaminan keselamatan dalam bekerja. Dalam hal ini tentu jika
diperhatikan dengan seksama bahwa ada ketimpangan berkaitan dengan Kebutuhan

Hidup Layak dalam dua perspektif hukum negara dan agama.

® Rifgi Fahrudina , “Sistem Peramalan Kebutuhan Hidup Layak Minumum (Kapita/Bulan)
Kota Bandung” Jurnal Sistem Informasi Bisnis VVol. 02 (2019)

7 J Gressella, “Analisis Upah Berdasarkan PutusanyMahkamah Konstitusi No 37/PUU-
X1/20117, Jurnal Hukum Vol 2 (2019).



Oleh karena itu diperlukan peneletian yang mengarah pada perspektif
agama. Apakah hukum tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menurut hukum
negara di Indonesia yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang telah sesuai atau
bertentengan dengan hukum dalam islam. Sehingga penelitian ini fokus mengkaji
Dimensi Keadilan Terhadap Kebutuhan Hidup Layak dalam Uundang-undang No.
6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

Adanya pengalihan terhadap proses menetapakan upah yang layak bagi
kemanusiaan menjadi perhatian bagi peneliti, dimana dalam peraturan terdahulu
bahwa upah ditetapkan dengan memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak hal ini
sejalan dengan UUD 1945, namun melalui Undang-undang yang terbaru sudah
tidak sejalan dengan apa yang diharapkan oleh buruh/pekerja, termaktub dalam
Undang-undang No.6 Tahun 2023 Pasal 88C Ayat (4), penjelasan dapat dilihat
pasal 25 Peraturan Pemerintah 36/2021 yang merupakan aturan turunan dari perppu
Cipta Kerja, menyebutkan: upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan hal ini menjadi kekhawatiran bagi peneliti singga
peneliti ingin melihat dari sudut pandang magasid al-syari’ah.

Berdasarkan pokok wuraian di atas, peneliti merumuskan beberapa
pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kejelasan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?



2. Bagaimana Kesesuaian Magqasid al-Syari’ah tentang dimensi keadilan

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 Tentang Cipta Kerja?

3. Bagaimana Konsep Siyasah Dusturiyyah Terhadap Kebutuhan Hidup

Layak Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka dalam tujuan penelitian ini secara

khusus diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai berikut:

a.

Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang KHL dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Untuk mengetahui sesuai atau tidak Kebutuhan Hidup Layak dengan
Magqasid al-Syari’ah dalam Perppu Nomor 6 Tahun 2026 tentang Cipta

Kerja.

2. Kegunaan Penelitian

a.

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khusunya dalam
bidang Hukum Tata Negara Islam.

Secara Praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadiymasukan dan
refrensi bagi pihak yang berkaitan, terutama dalam mengambil
kebijakan pengupahan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak bagi

kemanusiaan.



D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap kelayakan upah dan Kebutuhan Hidup Layak telah banyak
dilakukan oleh penyusun terdahulu, oleh karena perlu menelaah kembali apa saja
persaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya:

Pertama, karya Muhammad Yusuf, penelitian ini merupakan tesis Master of
Constitutional Law di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2022. Dalam
penelitiannya, Yusuf membahas tentang penetapan upah minimum di tengah situasi
pandemi COVID-19, dengan menyoroti bagaimana banyak pengusaha atau
perusahaan memangkas gaji pekerja/buruh, yang pada akhirnya meningkatkan
beban ekonomi bagi masyarakat.

Dalam kajian ini penulis menggunakan kajian yuridis normatif dan
kepustakaan (library research), data primer yang digunakan peneliti meliputi UUD
Tahun 1945, Undang-undang Omnibus law dan Peraturan Pemerintah nomor 36
Tahun 2021 tentang pengupahan dengan memakai teori Jasser Auda Maqasid al-
Syari‘ah.

Hasil tesis tersebut peneliti menemukan bahwa regulasi yang ada tidak dapat
diberlakukan secara optimal, dikarenakan adanya kondisi pandemi sehingga dalam
pemberian upah yang layak bagi kemanusiaan tidak bisa diterapkan. Dari literatur
diatas berbeda jauh dengan apa yang akan ditulis peneliti, karena literatur diatas

membahas secara rinci tentang upah minimum dan pada kondisi pandemi.®

8 Muhammad Yusuf, “Upah Minimum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 Tentang Pengupahan Pada Masa Pandemi Perspektif Magosid Syariah”, (Yogyakarta: UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022) him. 10.



Kedua, karya Ahmad Syakur yang berjudul “Standar Pengupahan dalam
Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Hizbut Tahrir,” diterbitkan dalam karya tulis
Universum Vol. 9 No. 1 pada Januari 2015. Dalam studinya, Syakur membahas
bahwa masalah tenaga kerja dan upah adalah isu penting dalam ekonomi industri.
Upah kerja (wagework) merupakan penyedia utama manfaat pajak bagi konsumen,
termasuk untuk kesehatan, transportasi, dan berbagai manfaat lain bagi karyawan.
Untuk menyeimbangkan kepentingan karyawan dan pemberi kerja, Pemerintah
menetapkan standar upah yang minimal di tingkat daerah. Kebijakan penetapan
upah minimum di Indonesia dilakukan berdasarkan survei Kebutuhan Hidup Layak.

Kajian dengan menggunakan kajian library research bersifat analisis
deskriptif dengan pendekatan historis, bahan data primer yang disajikan dalam
kajian ini mencakup Undang-undang yang berkaitan dengan upah buku-buku, dan
jurnal. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa standar pengupahan memiliki
peran yang sangat krusial dalam ekonomi industri modern, sebab kebijakan
mengenai penetapan upah minimum yang layak dan mampu memenuhi kebutuhan
pekerja sangatlah penting demi kesejahteraan mereka, asalkan tidak merugikan
pihak manapun. Perihal penetapan upah minimum harus dibahas secara adil agar
tidak menjadi kebijakan yang menzolimi salah satu pihak.®

Ketiga karya Moh. Agus Nugroho “Upah Dan Konsumsi Untuk
Meningkatkan Kesejahtraan Dalam Islam” yang terbit dalam Jurnal Ekonomi dan

Bisnis Islam Vol. 01, No 01 (2022). Metode yang digunakan peneliti adalah analisis

®Ahmad Syakur, “Standar Pengupahan dalam ekonomi Islam (studi pemikiran Hizbut
Tahrir”, Jurnal Universum Vol. 9:1 (Januari 2015).



deskriptif yang berfokus pada penjelesan yang sistematis mengenai fakta-fakta
yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Metode pengumpulan data dalam
penelitian ini diambil dari sumber data, yang merupakan subjek dari mana data
dapat diperoleh. Jika peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau
catatan menjadi sumber data, sedangkan isi catatan tersebut adalah subjek atau
variabel penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa relevansi antara upah yang layak dan konsumsi
terhadap kesejatraan sangat memiki keterkaitan yang sangat erat, dalam Islam, upah
harus berkeadilan dan bebas dari unsur penindasan, diskriminasi serta mendzolimi,
dan tindakan sewenang-wenang. Islam mendasarkan pengupahan pada kesepakatan
bersama serta prinsip keadilan dan kelayakan, dengan tujuan mencapai
kesejahteraan baik secara materi maupun spiritual. Lebih jauh lagi dalam penelitian
ini dijelaskan bahwa dimensi kesejahteraan upah berarti adalah kesejahteraan yang
holistik dan seimbang.*

Keempat karya Ferry Supriadi dan Teddy Lesmana “Jaminan Hukum Atas
Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pada Pekerja di Indonesia” yang terbit
dalam Jurnal Kajian Hukum dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2023). Dalam
penelitian ini lebih jauh membahas bentuk jaminan yang diterima oleh buruh dari
tempat dia bekerja baik jaminan sosoal dan pemenuhan upah yang layak bagi
kemanusiaan. Karya ini mengaplikasikan pendekatan hukum normatif dan empiris

dalam penelitiannya. dengan menggunakan metode analisis Undang-undang, serta

10 Moh. Agus Nugroho “Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahtraan dalam
Islam”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol 01, No 1 (2022).



interpretasi gramatikal, tekstual-autentik, sistematis, dan sosiologis. Tujuan dari
metode penulisan ini adalah untuk mengklarifikasi isu-isu hukum yang berkaitan
dengan Undang-undang No0.13/2013 tentang Ketenagakerjaan. dan peraturan
turunannya, yaitu Permenaker Nomor 21/2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
Aspek empiris digunakan untuk menganalogikan dampak kesejahteraan sosial dan
terhadap kepastian hukum, khususnya mengenai upah minimum berdasarkan
kebutuhan layak, antara das sollen dan das sein.

Temuan dalam penelitian menyimpulakan jika terdapat korelasi positif yang
kuat antara kedua variabel tersebut dalam penelitian ini, yang mengindikasikan
bahwa ketika korelasi ini ada, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sudah pasti akan
terpenuhi. Karena itu, penting untuk memperhatikan metode survei yang dilakukan
oleh lembaga terkait dalam menilai kelayakan hidup pekerja, karena hasil survei
mengenai KHL akan menjadi faktor kunci dalam menentukan besaran upah
minimum provinsi yang akan ditentukan.!!

Kelima karya Oki Wahju Budijanto “Upah Layak Bagi Pekerja Buruh
Dalam Perspektif Hukum dan HAM” dimuat dalam jurnal e-Jurnal
Balitbangkumham (Balitbang Hukum dan HAM) Tahun 2017. Penelitian ini
berfokus pada pengupahan yang layak bagi pekerja/buruh dalam perspektif hukum
dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data
dikumpulkan melalui studi kepustakaan, termasuk penelusuran berbagai literatur

seperti buku hasil penelitian, jurnal, serta sumber dari internet. Data yang diperoleh

11 Ferry Supriadi dan Teddy Lesmana “Jaminan Hukum Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) Pada Pekerja di Indonesia”, Jurnal Kajian Hukum dan Kewarganegaraan Vol 2, No
1(2023).
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dari studi kepustakaan merupakan informasi dari para ahli yang kompeten di
bidangnya, sehingga relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan Indonesia masih belum mampu menetapkan
upah yang memenuhi prinsip-prinsip upah yang layak yang berbasis Hak Asasi
Manusia, namun demikian pemerintah terus melakukan upaya-upaya progresif
dalam mengatur pengupahan, dengan tetap mengingat keberlangsungan bisnis agar
dapat berkembang di pasar global. Pemerintah berusaha menjaga stabilitas ekonomi
dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
Kesejahteraan buruh tidak hanya bergantung pada besaran upah yang diterima,
tetapi juga pada fasilitas sosial yang disediakan oleh negara untuk membantu
mengurangi biaya hidup. Negara juga terlibat dalam pembinaan dan pengawasan
dialog sosial bipartit antara pengusaha dan buruh di perusahaan.!2

Keenam karya Yoko Prasetiyo, Ane Permatasari “Kelayakan Upah
Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi
Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019” yang terbit dalam Jurnal
Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 2, No. 1 Tahun 2020. Metode yang
digunakan peniliti adalah kajian Observasi dengan teknik analisis kualitatif yang
dilakukan dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY. Hasil dalam
pembahasan tersebut peneliti lebih berfokus kepada pengawasan Kebutuhan Hidup
Layak di Dearah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, dan upah yang layak haruslah

memenuhi kebutuhan seorang pekerja/buruh dan keluarganya sehingga dapat

12 Oky Wahju Budijanto “Upah Layak Bagi Pekerja Buruh Dalam Perspektif Hukum dan
HAM”, jurnal e-Jurnal Balitbangkumham (Balitbang Hukum dan HAM), (2017).
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tercukupi dan sejahtera. Saran dalam penelitian ini untuk semua pekerja/buruh di
Derah Istimewa Yogyakarta yang terkait upah minimum terus melakukan
pengawasan terhadap harga yang termaksud dalam Kebutuhan Hidup Layak untuk
menjaga kestabilan harga sehingga upah minumum dapat terjaga kestabilannya dan
masyarakat menjadi sejahtera.t®

Ketujuh penelitian Rifki Farudin, Irfan Dwiguna Sumitra “Sistem
Peramalan Kebutuhan Hidup Layak Minimum (Kapita/Bulan) Kota Bandung”
terbit dalam Jurnal Sistem Informasi Bisnis 02 tahun 2019. Dalam penelitian itu
fokus membahas bagaimana peramalan terhadap inflasi di Kota Bandung untuk
dijadikan acuan perkiraan kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh lajang.

Data yang digunakan dalam peramalan ini meliputi data inflasi dari Januari
2011 hingga Desember 2017, sedangkan data KHL kategori makanan dan minuman
diperoleh dari portal harga pangan. Penelitian ini menerapkan metode hybrid
SARIMA-SES. Dalam peramalan laju inflasi dengan data time series, metode
hybrid SARIMA-SES menunjukkan hasil peramalan yang lebih akurat
dibandingkan metode tunggal, dengan demikian niali tersebut dapat dijadikan
acuan untuk pengambilan keputusan seorang pekerja/buruh lajang dalam
memenuhi kebutuhan hidup layak untuk memenuhi kehidupan sebulan ke depan.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa penggunaan metode Hybrid SARIMA-
SES untuk meramalkan nilai inflasi di kota Bandung menghasilkan prediksi yang

lebih akurat dibandingkan dengan metode tunggal, dengan nilai error MAD sebesar

13 Yoko Prasetiyo, Any Permatasari “Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah
Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak PekerjayTahun 2019, Jurnal
Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol. 2, No. 1 (2020).
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0,114, MSE sebesar 0,017, dan MAPE sebesar 0,39%. Hasil implementasi
peramalan nilai inflasi Kota Bandung untuk periode berikutnya dapat digunakan
sebagai acuan dalam menghitung perkiraan nilai Kebutuhan Hidup Layak.'*

Artikel yang kedelapan kajian lka Nur Hidayati dengan judul “Pengupahan
dalam Perpsektif Hukum Islam dan Hukum Positif” metode yang digunakan berupa
(library research). Metode dalam kajian ini menggunakan yuridis-normatif. Data
dihimpu melalui kepustakaan, termasuk penelusuran berbagai literatur data yang
diperoleh dari studi kepustakaan merupakan informasi dari cendikiawan pada topik
yang dikaji.

Hasil kajian ini menemukan bahwa besaran upah wajib proporsional dengan
pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, dan sistem pengupahan harus mengikuti
prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip ini meliputi bahwa segala bentuk
muamalah diperbolehkan kecuali yang dilarang oleh konstitusi hukum Islam, harus
didasarkan pada kerelaan dan pertimbangan manfaat serta menghindari bahaya, dan
pelaksanaannya harus memelihara keadilan. Prinsip-prinsip ini mencakup asas
timbal balik manfaat (rabadul al-manafi), asas pemerataan, asas kerelaan bersama
(anyraradin), asas tidak ada ketidakjelasan (‘adam al-garar), asas kebajikan dan
ketakwaan, serta asas kemitraan. Dalam hukum positif, sistem pengupahan diaturi

melalui berbagai regulasi, termasuk Pasal 1320 KUH Perdata, Undang-undang

14 Rifki Farudin, Irfan Dwiguna Sumitra “Sistem Peramalan Kebutuhan Hidup Layak
Minimum (Kapita/Bulan) Kota Bandung”, Jurnal Sistem InformasiyBisnis Vol. 02 (2019).



13

No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun
1981tentang perlindungan upah minimum.*®

Kesembilan Artikel karya Syndyatul Mulyadi “Analisis Sistem Upah Dalam
Perspektif Ekonomi Islam” (studi kasus di Home Industri Sandal Desa Toyomarto
Singosari) metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif
studi kasus dilakukan di home industri sandal desa Toyomarto- Singosari.

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Studi kasus ini
dilakukan di Home Industri sandal Desa Toyomarto- Singosari dengan metode studi
kasus. Unit analisisnya merupakan struktur pengupahan home industri, yang
divalidasi oleh tiga informan: pemilik home industri, pekerja, dan ulama yang
mengenal home industri. Penelitian ini, menggunakan tiga pendekatan berbagai
metode seperti observasi dan lain sebagainya. Kajian ini memperoleh data melalui
reduksi, penyajian, penyimpulan, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh pekerja dikalikan dengan tingkat upah yang telah
disepakati oleh pengusaha dan pekerja, setiap bagian kerja memiliki tingkatan upah
yang berbeda-beda dan setiap minggunya pekerja memperoleh tingkat upah yang
berbeda sesuai dengan hasil kerjanya, dan ditempat penelitian home industri
pengusaha tidak memberikan tunjangan kepada para pekerjanya dimana pekerja
hanya memperoleh upah pokok tanpa ada tunjangan dan jaminan baik jaminan

kesehatan atau lainnya. Selain itu upah yang diperoleh juga dianggap masih kurang

15 |ka Nur Hidayati dengan judul “pengupahan dalam perpsektif Hukum Islamydan Hukum
Positif” Jurnal Az Zarga’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017.
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bisa memenuhi kebutuhan hidup para pekerjanya dimana pekerja masih
mendapatkan upah yang jauh dari tingkat UMK Kabupaten Malang.®

Kesepuluh Artikel karya Khalista Gumay Citra dengan judul, “Kontroversi
Dampak Omnibus Law Di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan
Tenaga Kerja di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif untuk mengkaji lebih dalam kesimpulan dari problematika undang-
undang Omnibus Law yang menjadi sorotan masyarakat karena beberapa pasalnya
yang kontroversial.

Fokus penelitian ini adalah memahami proses penelitian kepustakaan.
Peneliti berusaha menganalisis isi teks fenomena yang terjadi (content analysis) dan
melakukan penelitian terkait sumber-sumber yang relevan (library research). Data
penelitian kepustakaan ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari
berbagai hasil penelitian seperti artikel, buku, dan referensi lain yang membahas
topik terkait dengan tema penelitian dari perspektif ekonomi. Peneliti
mengumpulkan dan mendeskripsikan fenomena pro dan kontra di masyarakat
akibat pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di tengah pandemi
Covid-19 serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.’

Penelitian-penelitian di atas walaupun mengkaji tema yang memiliki

kemiripan dengan penelitian yang dilakukan dalam variabel upah minimum

16 Syndyatul Mulyadi dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (studi kasus di Home Industri Sandal Desa Toyomarto Singosari), Jurnal limiah
Vol. 1 (2017).

17 Khalista Gumay Citra dengan judul, “Kontroversi Dampak Omnibus Law Di Tengah
Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan TenagayKerja Di Indonesia” Jurnal limu Sosial Potik
dan Humaniora, Vol 6:1 (Februari 2022).



15

regional, pengupahan, serta hukum positif, namun terdapat hal berbeda dengan
kajian yang peneliti lakukan dalam perspektif Magasid Al-Syari‘ah, serta regulasi
yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang
Pengupahan, sedangkan penelitian yang telah peneliti sebutkan melihat melalui
regulasi sebelumnya, sebelum dibentuknya peraturan tersebut. Namun demikian
penelitian sebelumnya telah meghantarkan peneliti membuka wacana tentang
pengupahan.'®

Penelitian-penelitian di atas walaupun mengkaji tema yang memiliki
kemiripan dengan penelitian yang dilakukan dalam variabel upah minimum
regional, pengupahan, serta hukum positif, namun terdapat hal berbeda dengan
kajian yang peneliti lakukan dalam perspektif Magasid Al-Syari‘ah, serta regulasi
yang peneliti gunakan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang lebih lanjut diatur dalam PP No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,
sedangkan penelitian yang telah peneliti sebutkan melihat melalui regulasi
sebelumnya, sebelum dibentuknya peraturan tersebut. Namun demikian penelitian

sebelumnya telah meghantarkan peneliti membuka wacana tentang pengupahan.

18 Khalista Gumay Citra dengan judul, “Kontroversi Dampak Omnibus Law di Tengah
Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Indonesia” Jurnal IImu Sosial Potik
dan Humaniora, Vol 6:1 (Februari 2022).
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E. Kerangka Teoritik
Agar dapat menjawab permasalahan yang akan dibahas, pada penelitian ini
mempergunakan beberapa teori sebagai pisau analisis untuk mengkaji serta
memberikan argumentasi bagaimana seharusnya undang-undang atau peraturan
tidak memberatkan masyarakat serikat pekerja/buruh perihal dalam upah
seharusnya upah tersebut memberikan kesejahteraan bagi pekerja tersebut.
1. Teori Keadilan
Keadilan adalah bidang utama yang mencakup struktur fondasi
masyarakat, serta semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Struktur
institusi sosial ini disebabkan oleh susunan institusi sosial ini memiliki dampak
yang signifikan terhadap peluang hidup setiap individu. Memang, ada banyak
iIsu mendasar mengenai konsep adil atau tidak adil dapat diimplementasikan.
Ini tidak hanya relevan dalam konteks regulasi serta sosial-politik, tetapi juga
dalam tindakan, keputusan, dan penilaian individu. Oleh karena itu, terdapat
berbagai permasalahan terkait dengan keadilan'®
Rawls mengembangkan ide ini sebagai metode untuk menetapkan
prinsip-prinsip keadilan. Dalam keadaan asal ini, individu-individu memilih
prinsip-prinsip keadilan tanpa pengetahuan tentang posisi mereka dalam
masyarakat, seperti status sosial, kekayaan, kemampuan, atau tujuan hidup.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip yang dipilih adil

bagi semua orang karena tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Menurut

19 Mariski Myeki Tampi “Analisis Teori Keadilan Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Dan
Aspek Penyelesaian Sengketanya” Jurnal Refleksi Hukum, Universitas Tarumanegara Vol. 9 No 1
(2015)
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Rawls, prinsip-prinsip keadilan ini harus menjadi landasan untuk menilai dan
merancang struktur dasar masyarakat, termasuk sistem hukum, ekonomi, dan
politik. Teori ini menjadi landasan untuk mendukung argumen reformasi sosial
dan kebijakan publik yang lebih adil. Secara keseluruhan, teori keadilan John
Rawls bertujuan untuk menciptakan sistem sosial di mana setiap individu
diperlakukan secara adil dan setara, dengan perhatian khusus pada mereka yang
paling rentan dalam masyarakat. Ada dua tujuan yang ingin dicapai John Rawls
dalam teori keadilan:?°

Pertama, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum
keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang
sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang
dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang
telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan
moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita
buat secara refleksif.

Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang
lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata”
(average utilitarianisme).?* Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan
adil jika diabdiakan untuk memaksimalisasi keuntungan dan kegunaan. Sedang
utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan

adil jika hanya diandikan untuk memaksimilasi keuntungan rata-rata perkapita.

20 Jhon Rawls A Theory Of Justice, (Library Of Congres Cataloging dicetak kembali tahun
2005) him. 16

2L 1bid., him. 17
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Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai
kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls
mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih
unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan
yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas

keadilan sosial.??

2. Teori Magdsid Al-Syari ah Jasser Auda

Peneliti memilih  meninjau magqasid al-syari’ah untuk jadi teori
berdasarkan pentingnya menetapkan standar kebutuhan hidup yang layak
sebagai panduan dalam pengambilan keputusan mengenai pengupahan, yang
dianggap sebagai kebutuhan mendasar (daruriat). Daruriat dianggap sebagai
elemen krusial bagi kehidupan manusia, karena Melindungi kesejahteraan
manusia adalah tujuan utama pembentukan hukum. Menurut Jasser Auda,
perlindungan ini dibagi menjadi lima aspek, yaitu:

a. perlindungan agama (hifz al-din).

b. perlindungan jiwa-raga (hifz al-nafs).

c. perlindungan harta (hifz al-mal).

d. perlindungan akal (hifz al- ‘aql).

e. perlindungan keturunan (hifz al-nasl).

22 Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal Teropong Aspirasi
Politik Islam, Vol. 9 No. 2 (2013).

28 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Magasid Asy-Syari‘ah, ahli bahasa
iRosidin 'Ali ‘abdel-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), him. 14.
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Bahkan beberapa pakar usul fikih menambahkan, perlindungan
kehormatan (hifz al-ird) di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal
di atas. Menurut pandangan teori magasid al-syari‘ah Jasser Auda
pembahasannya lebih kompleks, dengan menggunakan enam fitur dalam
pendekatan sistem magasid al-syari‘ah sebagai basis pangkal tolak filosofi
berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir
dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan
untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan usul fikih.

Oleh karena itu kedudukan magasid al-syari‘ah adalah sebagai metode
pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syari ‘ah dan menjadi jiwa
hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh sebab itu juga konsep
ini sangat penting untuk menjadi alat analisis mengistinbatkan hukum dengan
melihat realitas sosial yang terus berkembang. Dengan demikian dapat
diketahui dinamika dan pengembangan hukum berdasarkan nilai filosofis dari
hukum-hukum yang disyari’atkan oleh Allah SWT. kepada manusia.?*

3. Konsep Sivasah Dusturiyyah

Tataran akademis, cakupan dari fikih siyasah yang mengulas hal-hal yang
berkaitan dengan hukum negara dikenal sebagai siyasah dusturiyyah. Bagian
ini mencakup sejumlah gagasan yang sangat penting untuk pembuatan
peraturan dan regulasi, termasuk konstitusi, legislasi, lembaga-lembaga

demokratis, dan syura. Selain itu, yang tercakup dalam siyasah dusturiyyah

24 Jasser Auda, Magasid Asy-Shari‘ah As Philosophy Melalui Magasid Asy-Syari‘ah, alhli
bahasa iRosidin 'Ali ‘abdel-Mun'im, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), him. 29.
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adalah gagasan-gagasan tentang supremasi hukum, hubungan antara negara
dan konstituennya, dan perlindungan terhadap hak pokok manusia yang harus
dipastikan.?® Kata siyasah sendiri berasal dari bahasa arab yang secara bahasa
berati pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter, dan perbaikan. Husain
Fauzy Al-Najjar mendefinisikan " siyasah " sebagai proses pengawasan hak-
hak dan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan kebijakan yang
sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.?®

Istilah " dusturi* menggambarkan seperangkat hukum yang mengatur
interaksi bermitra antara rakyat di suatu negara, termasuk konstitusi formil dan
materiil. Sumber utama sivasah dusturiyyah adalah Al-Qur'an yang berkaitan
dengan fondasi mendasar kehidupan sosial, pedoman umum, dan esensi
ajarannya. Selain itu, hadis juga merupakan sumber penting, terutama yang
membahas tentang imamah dan kebijaksanaan Nabi dalam menetapkan
syariah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam
dalam merumus Undang-undang adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap
anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum,

tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.?’

2> Muhammad Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin Politik Islam. him. 177.

% Husain Fauzy Al-Najjar, al-Islam Wa al-Siyasah (Al-Qahirah: Dar Al-Ma arif, 1969),
him. 55

27 Abdul Wahhab Khallaf, Politik Hukum Islam, alih bahasa Zainudin Adnan (Sleman:
Tiara Wacana, 2005), him. 32
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F. Metodelogi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan
dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (library research), artinya
serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data
pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian.
Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data
penelitian.?®
2. Sifat Penelitian
Penelitian yang sedang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis yaitu
suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang
dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu.?® Penelitian ini bersifat
deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan Legislasi
terhadap Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan
menggunakan teori maqgasid syariah sebagai pisau analisisnya.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis
normatif atau pendekatan perundang-undangan (statute approach), artinya
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan

regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.*° Hal ini

28 Zed Mustika, Metode Penelitian Perpustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004),
him. 2.

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 2010), him. 10.

30 peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), him.
35.
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dengan pertimbangan, karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis
terhadap kebutuhan hidup layak dalam pasal 88C Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Cipta Kerja berdasarkan teori magasid al-syari‘ah,
siyasah dusturiyyahdan dengan pendekatan perundang-undangan diharapkan
produk hukum tidak sekedar dibangun untuk ruang yang kosong. Sebaliknya
justru ikut tampil menyelesaikan persoalan sebagai produk legislasi dalam
sebuah perundang-undangan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai metode
pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara membaca dan mengevaluasi
informasi hukum dari berbagai sumber, termasuk literatur, hasil penelitian,
jurnal ilmiah, buletin ilmiah, dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan
sumber-sumber yang dipakai untuk mengumpulkan informasi, informasi
dalam penelitian ini diklasifikasikan:
a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja

3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

4) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

5) Peraturan Menteri Ketenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13

Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksaan Tahapan
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Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
b. Data Sekunder
Evidensi sekunder yang digunakan dalam kajian ini mencakup

beberapa buku, jurnal, artikel, tulisan dan literatur lainnya yang

memberikan pendalaman yang akurat dan mendukung dalam bidang

penelitian yang bersangkutan.
5. Penganalisaan Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif. Meskipun tidak ada pedoman yang baku dalam
penggunaannya, prinsipnya adalah memastikan setiap aspek dari permasalahan
yang disajikan terungkap dalam analisis data, baik melalui keterkaitan antar
item maupun dengan adanya hubungan timbal balik. Data yang terkumpul
meliputi informasi dari Undang-undang cipta kerja, peraturan ketenagakerjaan,
seperti PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta unsur-unsur yang
menyangkut kebutuhan hidup layak.

Setelah mengumpulkan data tersebut menggunakan analisis deskriptif
kualitatif, peneliti akan melanjutkan dengan mengekstraksi berbagai
kesimpulan dan temuan. Dalam mengolah data, peneliti menggunakan
pendekatan induktif, dimulai dengan prinsip-prinsip yang spesifik dan
berkembang menjadi generalisasi yang lebih luas. Dengan metode analisis
inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara

deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mendeskripsikan
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kebutuhan hidup layak dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Cipta Kerja dan Magasid Al-Syari‘ah sebagai pisau analisisnya.
G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti akan merangkum beberapa pembahasan terdiri
dari lima topik utama yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini,
seperti:

Bab satu permasalahan dirumuskan dalam bentuk serangkaian pertanyaan
dalam pendahuluan, yang juga memberikan gambaran umum mengenai latar
belakang penelitian yang menjadi inspirasi peneliti, tujuan dan hasil penelitian,
serta hasil yang diharapkan. Bab ini juga menguraikan teknik penelitian yang
digunakan, kerangka teori yang digunakan sebagai alat analisis, dan format diskusi
yang menjelaskan urutan penyajian temuan penelitian.

Bab dua membahas dasar-dasar teoretis maga<sid al-syari<‘ah, dengan
menawarkan eksplorasi yang komprehensif terhadap kerangka kerja sub-
teoretisnya. Dimana dalam teori maga<sid al-syari< ‘ah penulis akan memaparkan
hal-hal yang doruriyat bagi pekerja/buruh penulis juga menggunakan teori keadilan,
untuk menganalisis isu-isu yang ada. Secara khusus, penulis akan membahas
kebutuhan esensial pekerja dan buruh dalam kerangka magasid al-syari‘ah. Di
samping itu, bagian ini juga akan membahas proses Kkonstitusional (siyasah
dusturiyyah) yang akan mengulas proses pembentukan UU 6/2023 Cipta Kerja.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum/penjelasan lebih lanjut dari UU a
quo, dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan lebih rinci akan membahas

terkait Kebutuhan Hidup Layak.
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Bab keempat penjelasan/wawasan yang lebih mendalam tentang temuan
dari kajian yang telah dilakukan oleh penulis uraikan dari penjelasan sebelumnya
dengan menggunakan magasid al-syari‘ah terhadap pengaturan-pengaturan atas
kebutuhan hidup layak sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pengupahan.

Bab ke-lima atau pembahasan yang terakhir adalah bagian penutup yang
mengakhiri keseluruhan pembangunan tesis, hasil akhir dari research serta

rekomendasi yang disampaikan peneliti kepada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Keadilan yang dicita-citakan oleh John Rawls adalah keadilan sebagai
fairness atau yang disebut sebagai pure procedural justice. Ini berarti
bahwa keadilan bagi Rawls adalah tentang proses yang adil dan tidak
berpihak, di mana keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari proses
tersebut mampu menjamin kepentingan semua orang. Kemaslahatan yang
dikejar di sini adalah memastikan bahwa semua kebutuhan pekerja atau
buruh terpenuhi dengan adanya upah yang sesuai dengan martabat
kemanusiaan, yang diberikan oleh pengusaha atau perusahaan, dan hal ini
memerlukan jaminan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pekerja atau buruh berhak mendapatkan
upah yang layak, sehingga pasal-pasal dalam Undang-undang No 6 Tahun
2023 yang terkait dengan pengupahan seharusnya mengacu kembali
kepada peraturan sebelumnya seperti yang diatur dalam Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari perspektif magasid al-syari‘ah, tujuan pembentukan hukum atau
peraturan adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, Islam
hadir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hukum-hukumnya dirancang

untuk memberikan kebaikan dan kemudahan bagi manusia dan kehidupan

104
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manusia selalu berubah dan berkembang. Prinsip kemaslahatan
memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan mampu menjawab
tantangan zaman, karena hukum yang didasarkan pada kemaslahatan akan
cenderung lebih adil karena mempertimbangkan kepentingan seluruh
pihak yang terlibat

Proses pembuatan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja telah menimbulkan banyak kontroversi. Salah satu
permasalahan utamanya adalah prosedur pembentukan undang-undang
dan kejelasan penjelasan pada beberapa pasal yang telah disahkan,
termasuk Pasal 88 ayat (4) mengenai kebijakan pengupahan yang dianggap
tidak memihak kepada pekerja/buruh. Dalam pembentukan Undang-
undang cipta kerja ini, penting untuk mematuhi Undang-undang tentang
tata cara pembentukan peraturan yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun
2011, mengatur secara rinci proses pembentukan hingga pengesahannya.
Selain itu, isi dari Undang-undang tersebut haruslah sesuai dengan asas
Islam yaitu asas keadilan, kesetaraan, kebebasan dan bebas dari kesalahan

apapun.

B. Saran

1.

Tujuan pembentukan hukum atau peraturan adalah untuk mencapai
kemaslahatan bagi umat manusia, sejalan dengan tujuan magasid al-
syari‘ah yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan yang dikejar di sini adalah

memastikan bahwa semua kebutuhan pekerja atau buruh terpenuhi dengan
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upah yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam membuat
kebijakan pemerintah seharusnya lebih memperhatikan masyarakat
sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga legislatif yang memiliki kekuasaan membentuk dan menetapkan
suatu aturan dengan berdasarkan prinsip dan menjunjung tinggi nilai-nilai
keadilan bagi warganegara, agar suatu peraturan yang telah ditetapkan bisa
diterima baik oleh masyarakat luas, terutama masyarakat yang terkait
dengan adanya aturan tersebut sehingga dapat tercapai kemaslahatan bagi
disemua pihak. Karena prinsip keadilan adalah pondasi utama dalam
mengelola negara bahwa keadilan dalam hukum mengharuskan setiap
anggota masyarakat atau warganegara medapat kedudukan yang sama di
depan hukum. Seperti halnya ketika Rasulullah Saw. menerapkan prinsip

keadilan sebagaimana yang tertuang dalam piagam Madinah.
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